Menimbang

Mengingat

BUPATI PURBALINGGA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 440 /73 TAHUN 2019
TENTANG

PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN

KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 1

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah pada Unit
Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
dengan Keputusan Bupati.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah
Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Purbalingga;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daecrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286};

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4333);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

6.

10.

11,

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengani Undang-Undang Nomor 9
Tahun 20135 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12};

. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014

tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Tahun 2014 Nomor 1676);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Pedoman Manajemen Puskesmas {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1423);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pemimpin sebagaimana di maksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut :

1.

3.

memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi,
mengendalikan,dan  mengevaluasi  penyelenggaraan
kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktifitas ;
merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta
kebijakan lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah
ditetapkan oleh kepala daerah;

menyusun renstra;




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

7. menyusun Kkebijakan pengelolaan barang milik daerah
yang berada dibawah penguasaannya;

8. menyelenggarakan  sistem = informasi  manajemen
keuangan;

9. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan
keuangan; dan

10. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah
dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas :

1. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan
pelayanan di bidangnya;

2. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan
sesuai dengan RBA;

3. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional
dan pelayanan dibidangnya; dan

4. tugas lainnya yang di tetapkan oleh kepala daerah dan/
atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pejabat
Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimalsud dalam
Diktum Kesatu berpedoman pada Peraturan Perundang-
undangan.

Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada
Pemimpin Badan layanan Umum Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten purbalingga.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Jaruari 2019
Plt. BUPATI PURBALINGGA
W BUPATI,

DYAH HAYUNING’PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

Sk wNe

Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;

Kepala UPTD Dinas Kesehatan yang bersangkutan.
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